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ABSTRAK :  - bahwa dalam rangka memberikan pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan/atau 
persenjataan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme di bidang pencegahan dan pemberantasan terorisme, serta dalam 
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 
tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas 
Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, 
serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan 
bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang impor berupa: a. persenjataan, amunisi, 
perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, dan barang yang diperuntukkan 
bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; atau b. barang dan bahan menghasilkan 
barang yang yang dipergunakan untuk diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan 
keamanan negara. Barang impor tersebut merupakan barang yang digunakan oleh:                          
a. Lembaga Kepresidenan; b. Kementerian Pertahanan; c. Markas Besar Tentara Nasional 
Indonesia; d. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. Badan Intelijen Negara; 
f. Lembaga Sandi Negara; g. Badan Narkotika Nasional; atau h. Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme.  

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: 1. permohonan pembebasan bea masuk yang masih 
dalam tahap pemrosesan; 2. permohonan pembebasan bea masuk yang telah diterbitkan 
Keputusan Menteri Keuangan, tetapi belum direalisasikan impornya atau belum direalisasikan 
seluruhnya, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 212/PMK.011/2011. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
107/PMK.04/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
212/PMK.011/2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2016 dan diundangkan pada 
tanggal 14 Desember 2016. 

  - Lampiran Halaman 14 - 47 

  


